7 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan

No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069—Email: bawaslu@gmail.com

Nomor : 17/PM.00.02/K.RA-09/03/2025 Siak Sri Indrapura,3 Maret 2025
Sifat :  Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan
Kepada Yth.
CAMAT SIAK
di—
Tempat

Dengan hormat,
A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota;

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dan upaya-upaya
pencegahan berkaitan tentang Pemunggutan Suara Ulang berdasarkan Amar Putusan
Mahkamah Konstititusi Nomor 73/PHPU.BUPXXIII/2025 yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Februari 2025 pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau untuk memperhatikan ;

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota;

Pasal (64) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca
putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara;
a. Pasal (9) Ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan
intervensi semua golongan dan partai politik;
b. Pasal (12) Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana,
dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik,
serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. Pasal (24) ayat 1 huruf d menjaga netralitas;
d. Pasal (24) ayat 2 Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran
disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
e. Pasal (52) ayat (3) huruf j bahwa pemberhentian tidak atas
permintaan sendiri bagi pegawai ASN dilakukan apabila menjadi
anggota dan/atau pengurus partai politik
3. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;
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a. Pasal (71) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil
negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan
lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

b. Pasal (188) Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara,
dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme dengan
menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Maka
Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada Saudara beserta jajaran Pegawai PNS
dan/atau Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kecamatan Bungaraya
untuk tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan dengan Partai
Politik atau Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil
Bupati, serta membuat keputusan atau Tindakan yang menguntungkan atau
merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur
dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian

dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Zulfadli Nugraha T.P

Tembusan:
1.Ketua Bawaslu Provinsi Riau; dan
2.Pertinggal
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